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Banyak tindakan atas nama institusi pajak yang berdalih untuk menggali sumber keuangan negara,
diimplementasikan para oknum pajak dengan penetapan pajak yang mengabaikan ketentuan hukum.
Kalangan dunia usaha dan investor asing di sektor minyak dan gas (migas) kini menjadi sasaran praktek
kebijakan pengenaan pajak yang tidak berdasarkan perundang-undangan itu. Salah satu permasal ahan yang
timbul saat ini ialah uplift. Dari ketentuan perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak
dijelaskan secara khusus tentang pengenaan pajak atas uplift serta upaya hukumnya. Pa d a kasus yang
terjadi antara Pertamina dalam Joint Operating Body yaitu BUT Seaunion Energy (Limau) Ltd.,dan BUT.
HED (Indonesia) Inc. melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dikarenakan
diterbitkannya Surat K etetapan Pgjak Kurang Bayar (SKPKB) sehubungan dengan adanya objek pajak
berupa uplift tersebut.

...... Many measures do in the name of tax institution that equivocate to intensify source of state finance,
implemented by a person in a certain capacity on tax (tax apparatus) with tax assessment in an underestimate
law order. Entrepreneur and foreign investor become practice targets of thistax policy without based on
rules. Nowadays, tax policy of uplift in gas oil sector became a problem. From the rules of Income Tax,
there is no one of tax rules can explain uplift and legal efforts surely. The cases between Seaunion Energy
(Limau) Ltd. and HED (Indonesia) Inc. versus Tax Office of Foreign Firm and Expatriate (KPP Badora
Dua) because the issued of assessment bill of tax (SKPKB) from tax object, which is uplift.
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